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Pendahuiuan

Setelah gerakan reformasi yang dimotori
oleh dunia kampus, khususnya mahasiswa,
berhasil memberhentikan Soeharto dari
|abatannya sebagai Presiden Republik In-
donesia, maka agenda reformasi dalam
bidang politik adalah mengisi lagi lembaga-
lembaga demokrasi melalui rekruitmen yang
demokratis, fair, jujur dan adil.

Sebenamya upaya reformast di bidang
politik, terutama reformasi dalam hukum-
hukum politik, harus menyentuh tidak kurang
dari 30 Undang-Undang bidang politik bahian
juga amandemen atas UUD 1945. Tetapi
yang paling mendesak untuk dilakukan pada
saatini adalah di perubahan atas
tiga UU bidang politik yaitu UU tentang
Partai Politik, UU tentang Pemilu dan UU ten-
tang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR
dan DPRD. Ull barkeyakinan bahwa refor-
masi menyeluruh dalam bidang politik dan
hukum dapat dilakukan secara lebih balk,
terarah, dan sistematis,oleh pelaku-pelaku
politik yang direkrut melalui mekanisme

yang demokratis, hujur, fair, dan adil yang
bertumpu pada UU tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka
masutean Ul berikut ini memfokaskan diri pada
ketiga RUU {tentang Parpo!, Pemilu, dan
Susduk MPR, DPR, dan DPRD) tersebut
dengan mengacu pada RUU yang dibuat Tim
Depdagri yang telah beredar di tengah-
tengah masyarakat. Pembahasannya tidak
akan menyantuh semua pasal karena bebe-
rapa pasal telah dapat diterima, terutama
menyangkLt segi-segl teknisnya. Untuk ma-
salah-masalah yang sifatnya prinsip ma-
sukan inj disampaikannya dalam butir-butir
tersendiri dengan uralan argumentasi yang
disusun secara singkat dan padat. Selanjut-
nya kami juga menyertakan usulan usulan
redaksional atas beberapa pasal yang
secara prinsip menurut kami perlu dirubah.

Persocalan mendasar yang terdapat pada
Undang-Undang Parpol dan Golkar pada era
Orba adalah penentuan secam definitit nama
danjumlah pampol, yakni Persatuan Pemba-
ngunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Keten-
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tuan yang demikian menysbabkan wadah
aspirasi politik sebagai wahana demokrasi
tidak memadai sama sekall. Ssharusnya
Undang-Undang kepartaian itu hanya memuat
persyaratan minimal bagi berdirinya parpol,
jumlahnya tidak usah ditetapkan secara
definitif agar parpo! bisa tumbuh dan ber-
kembang sesuai dengan perkembangan
aspirasi masyarakat. Jumiah yang tidak de-
finitit ini juga dapat mempermudah tumbuh
dan matinya parpol sesuai dangan perkem-
bangan dukungan terhadap parpol yang
bersangkutan. Jika sebuah parpol sudah
tidak reprasentatit seperti yang dialami PD)
pada pemilu 1897 (hanya mendapat kurang
darf 3% suara) maka parpal terssbut se-
harusnya membubarkan diri atau setidak-
tidaknya tidak boaleh mengikuti pemilu.
Sehaliknya aspirasi lain yang mendapat du-
kungan besar sebagai parpol dapat dengan
mudah memprcklamasikan diri sebagai
parpol.

Adanya lembaga pembina politik yang
ditakukan Depdagri melalui Direktorat Seslal
Politik (Sospol) dari tingkat pusat hingga
dasrsh menyebabkan parpol selalu berada
di bawah bayang-bayang kekuasaan peme-
rintah karena kerapkali eksistenst parpol
diintervansi pemerintah aebagai pembina
pofitik. intervensi tu seringkali berupa campur
tangan yang imperatif dan sangat menen-
tukan saperti penjatuthan pimpinan partai
melalui rekayasa dan seloksi tak langsung
oleh pemerintah atas kandidat partai yang
boleh atau tidak boleh dipilih,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
yang mengatur tentang Pemilihan Umum
{Pemilu) juga banyak mengandung keku-
rangan dan kelemahan dan harus segera
disesuaikan dengan tuntutan reformasi.
Selama berlakunya Undang-Undang ini
persoalan yang sefalu muncul adalah tidak
faimya pelaksanaan pemily. Kecurangan-
kecurangan yang terjadi dari pemilu ke

pemilu tetap tidak ada tindak lanjut dan
penyelasaian yang sungguh-sunggub sesuai
dengan ketentuan undang-undang.

Masalah pokok yang terjadi dalam kaitan
dengan Undang-Undang pemilu ini adalah
terjadinya proses pemilu yang tidak jujur dan
tidak adil karena muatannya yang terlalu sing-
kat telah memberi peluang bagi timbulnya
kecurangan-kecurangan yang diwadahi de-
ngan peraturan penmndang-undangan yang
dibuat oleh pemerintah, Akumulasi kecu-
rangan in feriis meningkat dan menjadi ter-
lindungt secara formal karena panitia pemitu
didominasi oleh pemerintah sedangkan partai-
partai politik tidak diberi fungsi yang signi-
fikan dalam panyelenggaraan pemilu,

Masalah lain yang periu segera digarap
untuk disesuaikan dengan turtutan reformasi
adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1869 tentang Susunan dan Kedudukan Ma-
felis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Susduk MPR, DPR dan
DPRD)}. Undang-Undang ini banyak mem-
berikan peluang kepada pemerintah untuk
mamasang Engan-tangannya di Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pengang-
ketan. Jika diakumulasi jumlah anggote MPR
yang diangkat oleh presiden adalah 57,5 %
sedangkan yang dipilih itupun dengan pe-
milu yang tidak jujur sebanyalk 42, 5%. De-
ngan konfigurasi kekuatan di MPR dan DPR
yang lahir dari Undang-Undang Pemilu dan
Susduk MPR, DPR dan DPRD seperti itu
maka sangat sulit dapat muncul kontrol yang
efektif terhadap presiden.

Dengantformat kelembagaan yang sepertt
itu, praktis sebenamya MPR dan DPR bukan-
lah representasi perwakilan/permusyawa-
ratan rakyat melainkan representasi perwa-
kilan/permusyawaratan presiden. Nama

rakyat hanyalah dipinfam untuk memberikan
legitimast formal dalam pengambilan ke-
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putusan, Balam keadaan demikian meaka sulit
menciptakan mekanisme cheks and bal-
ancesdalam hubungan MPR/DPR dengan
presiden, _
Kelemahan-kelemahan yang ada pada
masa undang-undang lama adalah adanya
pengangkatan keanggotaan MPR, DPR dan
DPRD tanpa melatui pemilu. ABRI{angsung

mendapatjatah 75 kurs! di DPR tanpa harus

tkut permnilu dan tanpa kriteria yang jelas me-
ngapa jumlah tersebut 75, Padahal fika bu-
kan ABRI yang duduk dalam keanggotaan
DPR harus merupakan represantasi dari 400
ribu suara (pemilih) dari pendukungnya.
Sedangkan ABRI vang jumlahnya kira-kira
setengah juta langsung mendapatkan jatah
75 kursi, Padahal kalau mau proporsional
jetah kursi ABRI di DPR paling banyak 2 orang
dan jumlah 75 ini menjadi dua kali lipat di
- MPR. Hal demikian menunjukikan, bahwa rill
politik ABRI telah berperan sebagai parpol.
Darisudut hubungan kelembagaan, ada-
nyawakil ABRI yang tidak dipilih cleh rakyat
ini menjadi aneh sebab adanya DPR itu
memuat pesan agar ia beranggotakan orang-
orang yang dipiiih oleh rakyat. Di samping
ttu jika MPR dianggeap sebagai lembaga yang
tortinggi dan membawahi Presiden, menjadi
tidak tepat jika ABRI yang jelas-Jelas di ba-
wah presiden berani mengawasi, manegur,
bahkan minta pertanggungjaweaban presiden,
kecuali dalam kondisi yang sangat memaic-
sa. Dalam kejadian turunya Scsharto
sebagai presiden, dapat dijadikan contoh
dimana ABRI sebagai fraksi baru
mendukung setelah tidak dapat mengelak
dari tekanan. ltu pun masth sempatdiintensps
cleh Panglima ABRI {Pangab) yang
menyatakan, bahwa pamyataan pimpinan
DPR merupakan pemyataan individual
meskipun disampaikan secata kolektif,
Utusan golongan yang jumlahnya tidak
sedikit fuga diangkat presiden tanpa kriteria
yang jelas. Seharusnya ada ukuran-ukuran

tertertu untuk disebut sebagai golongan yang
dapat memilild wakil di DPR dan pensntuan
wakilnya tidak diserahkan kepada presiden
melainkan kepads forum tertinggi dart orga-
nisasi/golengan yang barsangkutan, yang
memiliki basis anggola dan legitimasi hukum.

Utusan daerah juga lebih merupakan re-
presentasi orang-orang yang merupakan
bawahan presiden seperii Panglima Daerah
Militer (Pangdamj, Gubemur dan Komandan
Resort Militer (Danramj.

Pengorganisasian MPR dan DPR juga
menjadi masalah tersendin karena keman-
dirian anggota terkooptasi oleh fraksi di ma-
na pemyataan-permyataan pendapat harus
dilakukan melalui fraksi. Begitu pula ke-
mungkinan recall atau penarikan anggota
antar wakiu yang syarat-syaratnya tidak
hanya tergantung pada keadaan pribadi dan
kehendak anggota MPR/DPR yang ber-
sangkutan merupakan salah satu penyebab
mandulnya lembaga permusyawaratan/per-
wakilan rakyat. Hal ini menyehabkan anggota
MPR/DPR menjadi tidak berani mengambil
resiko untuk direcall dalam mengemukakan
pendapat-pendapatnya. Ini semua me-
nyebablan fungsi kontrol MPR/DPR menjadi
lemah dan mandul. Sebagaimana direnca-
nakan bahwa pada bulan Mei 1889 akan
dilaksanakan Pemilu dengan berdasarkan
pada undang-undang yang bari. Untuk
molaksanakan rencana pemilu tersebut
pemerintah telah mempersiapkan dan
meanyusun paket Rancangan Undang-
Uriang Partat Politik, Pemilu dan Susduk MPR,
DPR dan DPRD. Paket undang-undang
tersebut sstelah mendapatkan pengesahan
dari DPR akan menjadi landasan bagi pelak-
sanaan pemilu yang akan datang.

Unfukmenghasilkan undang-tndang yang
baik, ditaati dan dijunjung tinggi oleh seluruh
elemenbangsa diperiukan partisipasi masya-
rakat untuk fkut menyumbangkan pernikiran-
nya, khususnya para pakar atau akademisi
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di bidang tersebut. Oleh karena ftu Ul me-
rasa mempunyai tanggung jawab untuk
memberikan masukan agar undang-undang
yang akan disahkan menjadi undang-undang
terbaik. Pokok-pokok pikiran yang disampai-
kan ini marupakan has!! kajian terhadap tiga
paket RUU politik yaltu UU Parpol, Pemilu
dan Susduk MPR, DPR dan DPRD yang
telah disiapkan oleh pemerintah.

RUU Partal Pofitik

Pokok-Palkok Masalah

1. Persoalan mendasar pada UU Parpol
dan Golkar { UU No. 3 Tahun 1885 yang
merupakan hasil perubahan UU No.3
Tahun 1975) adalah penstapan secara
dsfinitif jumiah parpol yang diakui undang-
undang., Seharusnya sebuah undang-
undang kepartaian yang paling pokok
adalah memuat syarat-syarat berdirinya
partai disertal hak dan kewajibannya.
Dengan hanya menyebut tiga partai
secara definitif sebenamya Ul initelah
menutup berkembangnya wadah aspirasi
yang dapat mengagregasi dan meng-
artikulasikan kepentingan masyarakat,
Secara mendasar, ini dapat dikatakan
membelenggu hak-hak politik rakyat
untuk membangun sarana demokra-
tisasinya sendir,

2. Seharusnya sebuah undang-undang ke-
partaian, selain secara tegas menyebut
semua orsospol sebagai parpol, juga

“mambuika kemungkinan bagi bubamya
parpol karena tidak mendapat dukungan
yang layak sekaligus membiika peltang
bagi tampilnya parpo! baru jika menda-
pat dukungan besar dart rakyat. Jadi
bukan menetapkan secara dafinitit untuk,
mau atau tidak mau, harus diterima olgh
rakyat. : '

3. Adanya lembaga pembina politik yang

dilakukan Depdagri melalui Direktorat
Sosial Politik (Sospol) dari tingkat pusat
hingga daerah menyebabkan parpol
s¢lalu berada di bawah bayang-bayang
kekuasaan pemerintah karena kerapkali
eksistensi pamol diirtarvensi pemerirtah
sebagai pembina politik. Intervensi ity
seringkali berupa campur tangan yang
imperatif dan sangat menemtukan saperti
penjatuhan pimpinan partai melalui re-
kayasa dan seleksi tak langsung oleh
pemerintah atas kandidat partal yang
boleh atau tidak boleh dipilih,

. Partai politik yang berdasarkan pada

suku, agama, asal keturunan, dan antar
golongan, khusunya yang berkaitan de-
ngan agama perlu mendapatkan Kajian
yang lebih mendalam, Hal ini didasarkan
pada pemikiran bahwa agama merupa-
kan penghayatan totalitas terhadap suatu
keyakinan yang menyangkut aspek ke-
hidupan dunia dan akhiral. Semua ajaran
agama selalu mengajarkan kebaikan,
Munculnya partai politik ates dasar agama
tidak perlu dikhawatirkan. Di beberapa
negara lain, seperti Belanda dan.Jeman,
tidak ada larangan untuk mendirikan
pariai politik yang berdasarkan agama
tertentu.

. Hak-hak partai politik

Belum dicantumkannya secara eksplisit
hak partai politik unfik melakukan kontrol
terhadap kebijakan pamerintah. Ini erat
kaitanya dengean fungsi partai politik se-
bagai penyalur aspirasi anggota partainya.

. Keanggotaan PNS dan ABRI dalam

partai politik.

Dengan mengacu pada pasal 27 ayat
(1) UUD 1845, maka setiap warga ne-
gara bersamaan kedudukannya dalam
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hukum dan pemerintahan. Oleh karena
itu batle PNS maupun ABRI tetap diberi-
kan kesempatan yang sama menjadi
anggota partai politik. Namun ketika
akan duduk di dalam jajaran pengurus
partai maka sebaiknya keluar dari PNS
maupun ABRI.

Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Mahkamah
Agung (MA) semastinya hanyalah peng-
awasan yang bersifat represit, tidak ber-
sifat preventif. Jika pengawasan terse-

© buttermasuk yang bersifet preventif dapat

terjad! kemungkinan mengarah kepada
tindaian intervensi seperti yang dilakukan
pembina politik pada masa lalu.

Pembekuan dan pembubaran partai ber-
dasar pasal 18 s.d. 22 RUU: 1) Pembe-
kuan dan pembubaran partai tidak periu
dilakukan sebab bertentangan dengan
hak-hak politik rakyak. Pengadilan se-
mestinya tidaklah diberikan hak untuk
melakukan pambekuan dan pembubaran
partai politik. Pembekuan atat pembu-
baran partai vang dimaksud fersebut
harus melalui proses hukum yakni me-

lalui pengadilan.

2) Pembubaran diri berdasar pasal 23
RUU.
Ketentuan pasal 23 yang menentukan,
bahwa partai politik yang memperoleh
5%dalamDPRyang
dipflih dalam pemilu, membubarkan diri
atau bergabung dengan partai politik yang
lain sebaiknya ditinjau kembali. Dalam
pomilu yang akan dilaksanakan tahun
depan tentunya banyak parpol yang be-
lum siap betul untuk melakukan konsoli-
dasi. Ketantuan tersebut mungkin akan
menguntungkan pameol yang telah ada
sebelumnya dimana mereka telah dan
masih mempunyai infra struktur yang

baik sampai ke daerah.Cleh karena itu,
parpol yang tidak memenuhi persyaratan
di atas sebaiknya tidak harus
membubarkan diti atau menggabungkan
diri dengan parpol lain, tetapi diberi
kesempatan satu kali lagi untuk
mengikuti pamilu berikutnya. Jangka
waktu 5 tahun mendatang merupakan
wakiu yang cukup untuk melaksanakan
konsolidasi.

Uswan-Usulan

. Penambahanpasal 1 RUU

(1) Dalam Undang-Undang ini yang
dimaksud dengan:

b. Demokrasi Pancasila adalah
suatu tatanan nilai-nilai yang
terwujud dalam proses penye-
lenggaraan pemerintahan dan
negara dengan memberikan pe-
luang yang besar kepada rakyat
untuk berpartisipasi aktif melalui
berbagai elemen-glemen deme-
krasi yang didasarkan pada Pan-
casita khususnya sila keempat.

¢. Pendidikan politik adalah suatu
kegiatan yang mengarah kepada
penyadaran akan hak dan ke-
wajiban selaku warga negara
sehingga mempunyai rasa tang-
gungjawab dan ikut memiliki
perjalanan bangsa dan negara.

d. MPR adalah Majelis

Pemusyawaratan Rakyat

. DPR adalah Dewan Perwakilan
Rakyat

f. ABRladalah Angkatan Bersenjata
Repubiik Indonesia.

{2) Partai politik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sub a pasal inf, mem-
punyai kedudukan yang sama dalam
proses penyelenggaraan pemerin-
tahan.
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(3) Kedaulatan Partai Politikberadadi 9. Penambahan pasal 17 RUU

tangan anggota.

2. Penamhahan pasal 2 RUU
Periu ada penambahan, bahwa selain
berasaskan Pancasila, Parpol juga harus
berlandasakan pada konstitusi negara
Republik Indonesia.

3. Penambahan pasal 3 RUU
(1) Tujuan partai politik adalah:
a. Mendorong berkembangnya ke-
hidupan demokrasi pancasila di
negara kesatuan Rl

4, Penambahan pasal 5 RULU
Setiap warga negara Republik Indone-
sla dapat menditikan partai politik de-
ngan syarat sebagai berikut:

c. mempuryai anggota pendukung
sekurang-kurangnya 50 ribu
angota di Jawa dan 25 ribu ang-
gota di luar Jawa dan telah ber-
umur 17 tahun dan atau sudah
kawin yang dibuktikan dengan
tanda kartu anggota partai,

d. Harus memiliki kepengurusan
yang tersebar sekurang-kurang-
nya di 14 Propinsi (Dagrah Ting-
kat 1) dan sekurang-kurangnya
satengah jumiah ...dst.

5. Perubahan Pasal 6 RUU
Pendirian partai politik tidak boleh di-
dasarkan pada suku, asal keturunan dan
antar golongan.

7. Penambahan pasal 11 RUU
Partai politik berhak:

f. Melakukan kontro! terhadap pe-
nyelenggaraan dan kebifakan
pamerintah.

8. Penambghanpasal 10RUU
(3) Pegawal Negeri Sipil dan ABRI
dapat menjadi anggota partai politik

10.

1.

Hal yang periu diperhatilan dalam pasal
it adalah bahwa pengawasan parpol di-
lalaikan aleh pengatilan dan merupakan
pengawasan yang bersiat represif me-
lalui prases hukum di pengadilan.

Penambahan pasal 18 s.d. 23 RUU
Hat-hal penting yang periu diperhatikan
dalam bab ini adalah:

1) Pada prinsipnya partai politik tidak
boleh dibubarkan, karena melanggar
hak politik rakyat. Kecuali partai itu
sendiri yang membubarkan dirl. Pem-
bubaran dapat dilakukan apablia ia
termyata telah terbukti melakukan
tindakan yang bertentengan dengan
Undang-Undang, maka pengadilan
mempunyai kewenangan urtuk mem-

bubarkannya.

2) Parai politik yang tidak mendapat-
kan dukungan sekurang-kurangnya
3% kursi dalam dewan yang dipilin
lewat pernilu, maka ia diberi kesem-
patan 1 (satu} kali lagi untuk meng-
ikuti pemilu berikutnya. Apabila
termnyata ia tidak dapat mencapal
suara 3 % maka ia idak beriak untuk
menjadi peserta pemilu periode beri-
kutnya atau menggabungkan diri
dengan partai lain yang jumlah suara
penggabungan itu mencapai tidak
kurang dari 5 % kursi di DPR.

Penambahan pasal 24 RUU

Pada saat berlakunya Undang-Undang

ini, PPP, Golkar dan PDI sebagai organi-

sasi sosial politikk menurut Undang-Un-
dang Nomor 3 tahun 1975 dinyatakan
tidak pemah ada dan harus mendaftar
ulang di Departemen Dalam Negeri RI

{Depdagri) sesuai dengan peraturan

yang beriaku.
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Ketentuan di atas tidak berakibat bagi
keabsahan anggota DPR yang telah
ada.

RUU Pemilu

Pokck-Pokok Masalah

. Tujuan pemilu

Dalam konteks Undang-Undang Dasar
(UUD) 19485, pemilu manpakan proses
politik sebagai sarana menuju pamben-
tukan lembaga-lembaga pengemban
kedaulatan rakyat (MPR, DPR, dan
DPRD). Oleh karena itu, pemilu tidak
hanya bertujuan menglsi atau memilih
anggota-anggota DPR dan DPRD, tetapi
juga untuk mengisi keanggotaan MPR,
khususnya anggota MPR yang berasal
dari golongan dan utusan dasrah.

Sistern pemilu

1) Permasalahan pokok pada pemilu
yang lalu sebenamya bukan terletak
pada sistem pemilu, melainkan pa-
da proses pemilu yang tidak demo-
kratis, tidak jujur, dan tidak adil.
Sitat langsung dan rahasia secara
umum hanya terjadi pada detik pen-
coblosan, sedangkan sebelum dan
sesudahnya itu masth banyak celah-
celah yang dapat diterobos untuk
malakukan
sehingga kejujuran dan keadilan
menjadi tidak ada. Sebelum hari
pencoblosan misalnya telah terjadi
berbagai rekayasa, intimidasi untuk
memilih ataw tidak memilth kontestan
tertentu, pelaksanaan kampanye
dengan fasilitas yang berbeda, dan
sebagainya menyebabkan pada
saat pencoblesan banyak pemilih
yang tortekan secara psikologis.
Kemudian saat sstelah pelaksenaan

pencoblosan tidak ada mekanisme
pengamanan agar perhitungan ber-
jalan benar. Kemudian perhitungan
yang benar tidak ada jaminan jumiah
suara itu dapat sampal ke tingkat
pusat secara utuh tidak berubzah di
tengah jalan. Banyak terjadi per-
ubahan-perubahan di tengah jalan
yang dilakukan oleh clawm dan ter-
nyaia laporer-iaporan alas kecurangan
itu tidak pernah ditindaklanjuti se-
cara sungguh-sungguh sehingga ter-
jadi penjarahan massal dan kecu-
rangan besar-bgsaran atas hasf
perhitungan suara. Hal ini terjadi ke-
rena panitia pemilu bukan lembaga
yang netral dan lernbaga pemantau
swasta tidak diberi tempat untuk
melakukan . Panwaslak
telah terkooptasi pemerintah karena
ketuanya adalah pejabat pemerintah
sepenti halnya ketua Lembaga Pe-
milihan Umum (LPU) dan Panitia
Pemilihan indonesia (PPi).

2) Agar calon anggota legisiatif yang
akan dipilih itu benar-benar mewsakill
dasrah tertentu dapat dianut sistem
distrik dalam artian calon tersebut
betul-betul berasal dan bertempat
tinggal di kabupaten/kotamadya
atau kecamatan asal calon,
Sedangkan penentuan jumiah wakil
rakyat dalam pemilu ditentukan
secara proporsional dalam artian
penentuan keanggotaan atay jumlah
kurst pada lembaga legeslatif
tersebut berdasarkan peringket atau
ranking jumiah suara tertentu,

3. Penyelenggara pemilu

Penyelenggara pamilu sebagai struktur
sistem pemilu periu dinetralkan posisi-
nya dengan Jalan membentuk panitia
yang otonom atau kerjasama yang se-
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imbang di antara segenap unsur peserta
pemilu lainnya. Prinsip saling meng-
awasidiperiukan dalam menata hubungan
arttara strukdur bersangkutan. Cara ini
akan menjamin pelaksanaan pemilu
yang jujur dan adil.

. Pendafiaran pemilih

Langkeh atau tahapan proses pemilu
periudiarshiandalam ranglea membertuk
fembaga perwakilan untuk melindungi
dan memperjuangian kepentingan rakyat.
Dalam rangka itu perlu dipergunakan
sistemn pendaftaran di mana calon pemilih
aktif. RUL} pemilu sekarang mengguna-
kan mekanisme pendaftaran pasif, di
mana rakyat memmggu panitia pendat-
taran bekerja aktif menyusun nama
pemitih yang berhak.

. Persyaratan calon

Universitas [slam Indonesia (Ull) men-
dukung pentingnya loyalitas dan ke-
setizan calon terhadap cita-cita prokia-
masi, pancasila dan konstitusi sebagai
syarat utama. Hal inl karena pemilu kita
bukanlah ditujukan untuk memilih wakil-
wakil rakyat guna membentuk negara
baru dengan falsafah negara baru, tetapi
haruslah mencarminkan tetap tegaknya
Pancasila dan konstitusi.

. Kampanye pemilu

Dalam pasal 23 ayat (3) RUU Pemilu
ditentukan, bahwa dalam kampanye
tidak baleh dipermasalahkan Pancasila
dan UUD 1845. Pola pikir semacam fu
tampaknya masih mengikuti paradigma
lama yang mengangaap UUD1945 se-
bagei sesuatu yang “sakral’, sehingga
tidak mungkin diubah apalagi digantikan.
Padahal sesuai dengan perkembangan
zaman dan untuk menciptakan tatenan
pemerintahan yang lebfh demokratis

sudah banyak pemikiran akan perlunya
amandemen terhadap UUD1845,

. Penpgawss

Dalam Rancangan Undang-Undang
Pemilu bab [V (Pengorganisasian) pasal
11 ayat 5 pengawas merupakan bagian
dari setiap panitia, mulai dari Panitia Pe-
milian Indonesia (PPI) sampai pada
Panitia Pemungutan Suara (PPS) di ke-
camatan. Ketentuan itu agar diubah.

Usulan-Usulan

. Perubahanpasa! 3RUU

Pemilihan umum bertujuan untuk me-
milih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dzerah (DPRD) serta Utusan Daerah di
Mzielis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

. Parubahan pasal 4 RUU

Pemiu dilaksanakan dengan mengguna-
kan sistem perwakilan barimbang setiap
5 (lima) tahun sekali.

. Perubahan pasal 9RUU

Pamilu diselenggarakan bersama oteh
Presiden dengan partai-pantai politik
peserta pemilu dalam semangat ke-
bersamaan, kekeluargaan, kejujuran dan
keadilan.

. Perubahan pasal 11 ayat (5) RUU

Perlu ada penegasan bahwa Panitia
Pengawas yang olonom dan independen

. Perubahsn pasal 13 RUU

Perlu dipergunakan sistem stelse! aktif
dalam pendaftaran calon pemilih.

Perubahan pasal 14 jo. 16 RUU
ABRI mempunyal keduduken yangsama,
mempunyal hak memilih dan dipilih.
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10.

Penambahan pasal 17 RUU

Perlu ada penegasan, bahwa calon
anggota DPR, DPRD, dan MPH untuk
Utusan Daerah, harus berasal dan ber-
tempattinggeal di Kabupaten/Kolamadia
stau Kecamaten di mana fa dicalonkan.

Penambahan pasal 18 c RUU
Sotia kepada cita-cita prokiamasi,
Pancasila, dan UUD 1845.

Pasal 23 ayat (2) dihapus
Penyempurnaan pasal 24 ayat 2

Seharusnya berbunyi: hari pemungutan
suara diberlakukan sebagai hari libur
nasional.

RUU Susunan dan Kedudukan PR,
DPR DAN DPRD

Pokok-Pokok Masalah

. Komposisikeanggotaan

Selama ini yang selalu menjadi sarotan
dan kritik masyarakat terhadap UU
Susduk MPR, DPR dan DPRD adalah
masalah komposisi keanggotaan MPR,
DPR dan DPRD. Keanggotaan lembaga
ini ada pembedaan, ada yang dipilih
lewat pemilu, ada yang diangkat dari
ABRI, utusan daerah dan golongan de-
ngan kriteria yang tidak jelas. Untuk
anggota yang dipilih melalui pemilu tidak
ada persoalan, tetapi untuk anggota
yang diangkat (ABRI, Utusan Dasrah
dan Golengan) lebih banyak bergantung
dari selera presiden. Pada masa ORBA
anggota MPR yang diangkat lebih ba-
nyak daripada yang dipilth. Menurut UU
No.2 tahun 1885, jumlah anggota MPR
ditetapian dua kali anggota DPR yaitu
1000 orang, yaing terdiri dari 500 anggota
DPR (400 yang dipilth melalui pemilu,
100 orang diangkat). Anggota DPR yang

diangkat 100 orang tersebut diambilkan
dari Golongan Karya ABRI, pengang-
katennya ditetapkan oleh presiden atas
usul Panglima Angkatan Berseniata.
Sisanya yang 500 orang, diangkat oleh
presidan dari unsur ABRI, Utusan Darah,
dan Utusan Golongan.

Hal int menyebabkan posisi MPR se-
bagai lambaga tertinggi negara berada
di bawah presiden/eksekutif, bukan
sebaliknya. MPR menjadi lembaga elitis
yang lsbih banyak msnyuarakan kepen-
tingan penguasa. Sedangkan DPR,
sepanjang ORBA belum secara optima)
menjalankan fungsinya sebagai wakil
rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat,
mengawasi pemerintah, dan mengaju-
kan gagasan atau inisiatif dalam bentuk
RUV. DPRD juga belum optimal dan
justru sering sebagai pelenglcap dari ke-
pentingan kepala daerah. Posisi DPRD
sebagai bagian dari psmerintah daerah
(sehagaimana konstuksi di dalam UU
No.5th 1974), dan tidak mensrima per-
tanggunaiawaban dari kepala daerah,
telah memperiemah posisi tawar DPRD
terhadap kepala daerah,

. Pimpinan MPR dan DPR

Pengorganisasian MPR dan DPR juga
menjadi masalah tersendiri. Pengga-
bungan pimpinan MPR dan DPR selain
agak rancu dalam pelaksanaan tugas-
tugas sehari-hari juga telah mendorong
terciptanya semacam bahwa
MPR hanya bekerja dalam sidang-si-
dang resmi. Peranan fraksi dalam peng-
organisasian juga terlalu dominan, se-
hingga pendapat-pendapat anggota MPR/
DPR secara perorangan sering tidak
mempunyat arti politis.

Di dalam UU No. 2 tahun 1985 pimpinan
MPR dan DPR dijabat oleh orang yang
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sama, sehingga sering menimbulkan ke-
rancuan. Kedudukan, tugas, wewenang
dan fungsi kedua lembaga ini jelas ber-
beda. MPR sebagal lembaga tertinggi
negara berwenang mengangkat dan
memberhentikan presiden dan wakil
presiden, meminta pertanggungjawaban
presiden, menetapkan UUD dan GBHN
serta merubah UUD. Sedangkan DPR
kedudukannya sejajar dengan presiden.
DPR tidak dapat mengangkat dan mem-
berhentikan presiden dan waki presiden,
meminta pertanggungjawaban presiden
dan wakil presiden. Kewenangan DPR
adalah bersama-sama dengan presiden
membuat Undang-Undang.

. Perangkapan jabatan

Perangkapan jabatan anggota MPR/
DPR dengan jabatan eksekutif dan ABRY,
pada masa Orde Baru sudah blasa kita
lihat, meskipun UU No.2 Tahun 1985
melarang perangkapan itu. Sehingga
lembaga MPR/DPR nampak semacam
lembaga kelkerabatan.Praktek-praktek
kolusi dan nepotisme menjadi hal yang
biasa, bahkan satu keluarga ada yang
pindah kantor ke Senayan, kakak, adik,
anak, isterl, suami, bapak, ibu, keme-
naken, ipar, dan seterusnya. Perangkepan
jabatan anggota MPR/DPR dengan
jabatan eksekutif dan ABRI telah men-
jadikan lambaga tersebut mandul dan
tidak aspiratif. Bagaimana mungkin se-
orang anggota eksekutit yang kebetulan
juga anggota DPR/MPR akan bersikap
kritis dan vokal terhadap kebijakan-
kebijakan Presiden yang menyimpang
- yang nota bene adalah atasannya
sendir. Sementara posisi dia sebagai
anggota DPR/MPR adalah memberikan
pengawasan terhadap jalannya peme-
rintahan. Pada posisi demikian yang
terjadi adalah menjadi alet pambenar

dari kepentingan penguasa. Rezim Qrde
Baru telah mempraktekkan bentuk-
bertuk KKN hampir sepanjang kepemim-
pinan Socharto, Separjang pemerirtahan
Orde Baru belum pemah laporan per-
tanggungjawaban Presiden ditolak olsh
anggota-anggota MPR. Apapun sepak
terjang kebijakan Presiden, selalu dapat
“diterima’” oleh MPR. Berbagai

HAM, rekayasa politik, diskriminast
kebijakan ekonomi dan sejenisnya, MPR/
DPR tidak mampu berbuat banyak.
Semua sudah tercekam olgh kekuasaan
yang dominan pada diri Presiden. Jauh
hari sebelum pertanggungjawaban
Presiden disampalkan kepada MPR,
fraksi-fraksi di DPR sudah mencalonkan-
nya kembali. Sehingiga laporan pertang-
gungjawaban Presitden yang merupakan
batu uji terhadap kepemimpinannya
menjadi kehilangan makna dan laporan
itu hanya tormalitas betaka.
Keanggotaan di MPH dan DPR sangat
tepat jika tidak dirangkap dengan ja-
batan-fabatan di eksekutif maupun di
lembaga tinggi lainnya. Olsh karena itu,
bagi anggota ABRI dan PNS yang
terpilih menjadi anggota MPR dan DPR
harus diberhentikan dari jabatan organik-
nya di ABRI dan birolkrasi pemerintahan.

. Hak Regall

Masalah lain yang selalu menjadi bahan
perdebatan dan kritik masyarakat adalah
paergantian anggola antar waktu atau
biasa disebut “recall”. Dalam UU No. 2
Tahun 1885 Pasal 43 dinyatakan, bahwa
hak recall untuk wakil OPP atau Golongan
Karya ABRI ada pada OPP yang ber-
sangkutan atay pada Panglima Angkatan
Bersenjata. Pelaksanaannya terlebih
dahulu harus dimusyawarahkan dengan
pimpinan DPR. Adapun mekanisme pe-
laksanaan recallnya tidak diatur secara
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tegas di dalam UU, yang diatur hanya
mekanisme pengistan lowongan kursi di
MPR, DPR, dan DPRD.

Dengan hak inilah DPP dari masing-
masing CPP maupun Pangab memiliki
kekuasaan yang luar biasa untuk me-
recall anggotanya yang tidak sejalan
dengan kepentingan fraksinya ataupun
juga kepertingan pemerirtah. Beberapa
anggota legislatif yang kritis dan vokal
di dalam menyuarakan aspirasi masya-
rakat selaius harus barhadapan dengan
ancaman recall, 8spanjang rezim Orde
Baru, lembaga ini cukup efektit untuk
menghalau dan membungkam suara
sumbang anggota legislatif yang kritis
dantidak senada dengan ekselkutif, dari
fraksi manapun dia. Korban-korban dari
recall pada masa bakti 1992-1997,
antara lain: Brigien Rulenini {Almarhumah);
Mayien. RK. Sembiring Meliala; Brigien.
Samsudin {ketiganya dari F-ABRI);
Bambang Warih (FKP) dan Sri Bintang
Pamungkas (FPP). Dengan adanya
lembaga recall proses demokrasi di
lembaga lagislatif menjadi mandul, as-
pirasi tidak tartampung dan tersalurkan
secara baik, karena “takut® akan an-
caman recall.

Parscalannya sekarang adalah apakah
recall magih diparlukan? Perlu diperta-
hankan atau tidak recall hanis dilihat dari
dua konteks sekaligus. Pertama, kon-
teks yang berdimensi hukum, kedua,
konteks yang berdimensi politik dan
ideologis. Pada konteks pertama, recall
bisa saja dikenakan pada anggota de-
wan yang diduga memiliki cacat hukum.
Misalnya, melakukan perbuatan ke-
jahatan. Pada konteks kedua, recallbisa
dikenakan pada anggota yang dianggap
cacat politik dan ideologis. Misalnya
yang bersangkutan diduga akan berbuat
makar pada negara. Namun, recall

menjadi tidak relevan jika digunakan
sebagal “ancaman” bagi anggota Dewan
yang kritis dan vokal dalam merespon

- persoalan-persoalan kenegaraan mau-

pun yang terjadi di dalam masyarakat.

Usulan-Usulan

. Utusan Daerah

Supaya lebih demokratis, Utusan Daerah
harus dipilih dalam pemilu dan tidak lagi
diangkatoleh Presiden., Gubemur/Kepala
Daerah tidak otomatis menjadi Utusan
dagrah. Rurmusan di dalam Pagsal 2 ayat
(2} tentang jumlah Utusan Daerah di
MPR bagi setiap propinsi Dati | se-
banyak 5 {lima) orang dapat diterima.
Untuk proses pemiiihannya ada dua
altematif, partama, Utusan daerah ini
dipilih langsung 2 (dua) orang oleh rekyat
bersameaan pelaksanaan pemilu, Kedua,
pemillhan itu hanya pada tahap penca-
lonan, mekanisme selanjutnya ditetap-
kan oleh DPRD. Calon tidak diambil dari
DPRD Tingkat | tetapt dimunculkan
sebagai calon tersendirl, Hal ini dimak-
sudkan supaya wakil yang ada di MPR
lebih variatif dan representatif.

Untuk #to diusulkan rumusan pasal 2
ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

(3} Anggota MPR Utusan Daerah se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dipilih oleh rakyat bersamaan de-
ngan pemilihan anggota DPR,
DPRD | dan DPRD 11

(4) Penantuan MPA Utusan
Daerah ditetapkan berdasarkan
peringkat perolehan suara masing-
masing calon.

. Utusan Golongan

Sebaiknya ditentukan kriteria atau per-
gyaratan masing-masing golongan yang
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dapat memiltki wakil df MPR. Sehingga
ada kejelasan golongan yang dimaksud
seperti apa. Kemudian, untuk utusan
golongan seharusnya juga dipitih, bukan
diangkat oleh Prasiden. iKarana kalau
diangket clsh Presiden, dapat dipastikan
wakil utusan golongan adalah orang-or-
ang yang sealiran atau dekat dengan
Presiden. Hal ini dipandang kurang de-
mokratis. Golongan Karya ABR! dapat
dimasukkan sebagai salah satu unsur
dari utusan golongan, sehingga ia tidak
diangket oleh Presiden atas usul Pangliima
Angkatan Bersenjata tetapi dipilih ber-
sama-sams dengan golongan-golongan
yang lain. Adapun berapa jumlah anggota
MPR utusan golongan dengan ke-
butuhan secara proporsional,

Rumusan pasal 3 ayat (3) berbunyl:

Calon anggota MPR utusan golongan
dipilih melalui pemilihan di antara go-
longan-golongan yang memenuhi per-
syaratan sebagaimana diatur di dalam

peraturan perundang-undangan.

. Pergantian antar waktu

Pengaturan pergantian arar waktu da-
pat diadakan sepanjang hal itu diguna-
kan secara objekt¥ dan proporsional. Di
samping itu harus dibuat pengaturan
tentang mekanisme pelaksanaan dari
recall. Praktek selama ini menunjukkan
bagi “korban® recall tidak ada upaya
hukumnya yang jelas. Karena alasan
yang dipakai selalu bersitat politis, se-
hingga posisi anggota DPR/MPR yang
kritis dan vokal sangat lemah. Untuk itu,
rumusan pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:
(1) Anggota MPR berhenti antar wakiu

sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

b. ataspermintaan sendiri secara
tertulis kepada  Pimpinan MPR

¢. berhent sehagal anggota DPR;

d. tidak memenuhi {agl syarat-
syarat tersebut dalam pasal 4
ayat (1) berdasarian keterangan
yang berwaijib;

e. melanggarsumpah/janii sebagai
anggota MPR dengan Keputusan
MPR;

f. berbuat kejahatan, makar ter-
hadap negara;

g. terkenalarangan parangkapan
jabatan menurut ketentuan pa-
sal 35,

(2} Anggota MPR dari DPR yang ber-
henti antara wakiu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), iempatnya
diist oleh calon anggota DPR dari
QPP yang bersangkutan sesuai urut
peringkatnya;

3) Anggota MPR Utusan dasrah yang
berhenti antar waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1); tempatnya
diisi oleh calon dari Utusan Daerah
yang bersangkutan sesuai urut
peringkatnya;

{4) Anggota MPR Utusan Golongan
yang berhenti antar waktu se-
bagaimana dimaksud dalam ayat {1)
tempatnya diisi oleh calon dari
Utusan Golongan yang bersang-
kutan sesuai urutan peringkatnya;

(5) Anggota MPR yang diberhentikan
antarwakiu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf ¢,d.e.f dan g,
harus dibuktikan tetlebih dahulu
kesalghan atau pelanggarannya di
lembaga paradilan;

{6) Anggota MPR yang diberhentikan
antarwaktu sebagaimana dimaksud
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dalam ayat (5), dibekukan semen-
tara keanggotaannya selama pro-
ses peradilan berlangsung;

(7) Anggota pengganti antar waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), ayat (3) dan ayat {4), berhenti
sobagai anggota patda saat anggota
yang digantikan seharusnya meletak-
kan jabatannya;

{8} Pembsrhentian anggota MPR dimu-
syawarzhkan dengan pinpinan MPR
dan diresmikan dengan keputusan
Presiden.

Pasal 13

(1} Anggota DPR berhenti antar wakiu se-

bagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

b, atas permintaan sendiri secara
tertulis kepada pimpinan DPR;

¢. tidak memenuhi lagi syarat-syarat
tersehut dalam pasal 4 ayat (1) ber-
dasarkan keterangan yang betwajib;

d. dinyatakan melanggarsumpah/fjanji
sebagai anggota DPR dengan Ke-
putusan DPR;

e. terkenalarangan jabetan
manturut ketentuan pasal 41;

f. barbuatkejahatan, makarterhadap
negara.

(2) Anggota DPR yang diberhentikan antar
waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hurut ¢,d,e, danf, harus dibukti-
kan terlebih dahulu kesatahan atau pe-
langgarannya di lembaga peradilan;

(%) Anggota DPR yang diberhentikan antar
waktu karena alasan sebagaimana di-
meksud dalam ayat (2), dibekukan se-
mentara keanggotaannya selama proses
peradilan berlangsung;

(4) Anggota DPR yang berhenti antar waidu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf &,b, atau diberhentikan antar waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf ¢,d,e, dan f, tempainya diisi oleh
calon organisasi peserta pemifhan umum
yang bersangkuten ssesuat uritan pe-
ringkatnya;

(5} Anggote pengganti antar wakiu sebagei-
mana dirmaksud dalam ayat (4), berhenti

sebagai anggola pada saat anggota
yang digantikan seharusnya melotakkan
jabatannya;

{8) Pemberhantian anggota DPR dimusya-
warahkan dengan pimpinan DPR dan
ciresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 20:

{1) Anggota DPRD | berhenti antar waktu
sabagat anggota karene:

a. meninggal dunia;

b. ataspermintaan sendiri secarator-
tulis kepada pimpinan DPRD I;

c. bertempat tinggal di luar wilayah
Daerah Tingkat | yang bersangkutan;

d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat
tersebut dalam pasal 4 ayat (10 hu-
ruf a sampai g berdasarkan kete-
rangan yang berwalib;

e. dinyatakan melanggar sumpah/anji
sebagai anggota DPRD | dengan
keputusan DPRD (;

f. terkena larangan perangkapan ja-
batan menurut ketentuan pasal 46;

g. melakukan kejahatan, makar ter-
hadap negara.

{2) Anggota DPRD | yang diberhentikan
antar wakiu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurut d, &, 1, dan g, harus
dibuktikan teriebih dahuly kesalahan
atau pelanggarannya di lembaga per-
aditan;
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(3) Anggota DPRD | yang berhenti antar
waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a,b,dan ¢, atau diberhen-
tikan antar waktu sebagaimana dimak-
sud datam ayat (1) huruf d.ef, dan g
tempatnya diisl olsh calon dari orga-
nisasi pamilihan umum yang bersang-
kutan sesual urutan peringkatnya;

(5) Anggota pengganti antar waktu sebagai-
mana dmaksud dalam ayat (4), berienti
sebagal anggota pada saat anggota
yang digantikan seharusnya meletakian
jabatannya;

(8) Pemberhentian anggota DPRD | di-
musyawarahkan dengan pimpinan
DPRD [ dan diresmikan dengan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27:

(1) Anggota DPRD [l berhenti antar waktu

sebagai anggiota karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri secarater-
tulis kepada pimpinan DPRD 1I;

¢. bertempat tinggal di luar wilayah
Daerah Tingkat Il yang bersang-
Kutan;

d. tidak memsnuhi lagi syarat-syarat
tersebut dalam pasal 4 ayat (1) hurul
a sampat hurut g berdasarkan kete-
rangan yang berwafib;

8. dinyatakan melanggar sumpah/janji
sebagai anggota DPRD |l dengan

Keputusan DPRD 1i;
f. terkena larangan perangkapan ja-
batan menurut ketentuan pasal 46;
g. melakukan kejahatan, makar ter-
hadap negara.
(2) Anggota DPRD Il yang diberhentikan
antar waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hunuf d,e,f dan g, harus

dibuktikan terlebih dahulu kesalahan
atau pelanggarannya di lembaga per-

(3) Anggota DPRD Il yang diberhentikan
antar wakiu karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dibekukan
sementara keanggotannnya selama
proses peradilan berlangsung;

{4) Anggota DPRD |l yang berhenti antar
waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a,b,dan c, atau diber-
hentikan antar waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hunf d,e.t dan
g. tempatnya diisi oleh calon anggota
organisasi peserta pemilhan umum yang
bersangkutan sesuai urtan peringkat;

(5) Anggola pengganti antar wakiu sebagai-
mana dirnaksud dalam ayat (4), berhenti
sebagai anggota pada saat anggota
yang digantikan seharusnya meletakkan
jabatannya;

{6) Pemberhentian anggota DPRD Il di-
musyawarahkan dengan pimpinan
DPRD Il dan diresmikan dengan Kepu-
tusan Gubernur Kapala Daerah Tingkat 1.

4, Perangkapan jabatan

Sebaiknya perangkapan jabatan bagi
anggota MPR, DPR, dan DPRD dilarang
tidak hanya dengan jabatan organik pe-
merintahan dan lembaga-lembaga tinggi
negara, tetapi juga jabatan di ABRL
Alasan bahwa ABRI sebagai pengawal
dan pengaman Pancasila dan UUD 1845
sehingga pantas kalau mendapat jatah
55 kursi {versi Depdagri sebefum di-
revisi} di DPR tidak logis, sebab UU
Kepartaian telah menstapkan Pancasila
sebagai dasar negara yang harus di-
pegang sebagai platiorm polittk semua
partai di DPR tentu terikat dengan itu.
Untuk itu, rumusan pasal 35 barbunyi
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sebagai berikut;

(1) Keanggotaan MPR fidak dapat di-
rangkap dengan jabatan Presiden,
Wakil Presiden, Menteri, Dirjendan
seterusnya ke bawah, Jaksa Agung,
Jaksa Agung Muda, dan seterusnya
ke bawah, Ketua, Wakil Ketua, Ke-
tua Muda dan Haldm Anggota pada
MA dan seterusnya ke bawah, Ke-
tua dan Anggota BPK, Ketua, Wald!
Ketua dan Anggota DPA, Gubemur
Bank Sentral, Gubernur Kepala
Dagerah Tingkat [, Waki! Gubemur
Dasrah Tingkat |, Bupati/Walikota
madya Kepala Daerah Tingkat 1l
danJabatan-jabatan lain yang tidak
mungkin dirangkap yang diatur di
dalam perafiren penmndang-undangan.

(2) Keanggotaan MPR tidak boleh
dirangkap dengan jabatan keang-
gotaan ABRI.

Pasal 41;

{1) Keanggotaan DPR tidak dapat dirang-
kap dengan jabatan Prasiden, Walkil
Presiden, Menter, Dirjen dan seterusnya
ke bawah, Jaksa Agung, Jaksa Agung
Muda dan seterusnya ke bawah, Ketua,
Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim
Anggota pada MA dan seterusnya ke
bawah, Ketua dan Anggota BPK, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota DPA, Gu-
bemur Bank Sentral, Gubemur Daerah
Tmngkat |, Wakil Qubemur Kepala Daerah
Tingkat ), BupatiWalikotamadya Kepala
daerah Tingkat 1l dan jabatan-jabatan
lain yang tidak dimungkinkan dirangkap
yang diatur dalam perafuran penmdang-
undangan.

(2} Keanggotaan DPR tidak boleh dirang-
kap dengan keanggotaan DPRD dan
ABRL

Pasal 46:

{1) Keanggotaan DPRD tidak dapat di-
rangkap dengan jabatan Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat |, Wakil Gubernur
Kepala Daerah Tingkat |, Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingakat
I, Wakil Bupati/ Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat i, Jaksa, Hakim, dan
jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin

. dirangkap yang diatur dalam peraturan

(2) Keanggotaan DPRD tidak boleh di-
rangkap dengan keanggotaan DPR dan
ABRL.

Penutup

Pemikianlah pokok-pokok pikiran Uni-
versitas Islam Indonesia (Ull) Yogyakarta
berkaitan dengan Rancangan Undang-
Undang Partai Politik, Rancangan Undang-
Undang Pemilihan Umum dan Rancangan
Undang-Undang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD. Semoga bahan-
bahan ini dapat menjadi pertimbangan dan
masukan bagi para anggola Dewan Per-
wakilan Rakyat dalam menyusun dan me-
nyampumakan Rancangan Undang-Undang
tersebut. Semoga bermantaat, Amin. ¢

Sumber Bahan dan Plidran

m  Rancangan Undang-Undang Panai Politik
versi Departemen Dalam Negeri R,

0 Rancangan Undang-Undang Pemilu
versi Departemen Dalam Negeri RI.

o Rancangan Undang-Undang Susunan
MPR, DPR dan BPRD versi Departemen
Dalam Negeri Al
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